[image: image1.png]



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 34 TAHUN 2015
=====================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR  34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS
 DI KABUPATEN TABANAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
Menimbang
:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan   Pemerintah   Nomor   48   Tahun   2008   tentang Pendanaan    Pendidikan    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia  tahun  2008  Nomor  91,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional   Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional   Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional   Nomor  33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB ), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa  ( SMPLB ), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ( SMALB);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional   Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional    Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional         Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional        Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan  Sebagai Kepala Sekolah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 15 Tahun 2010  tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan   Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan  :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN TABANAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang Pendidikan  Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Kantor Kementrian Agama adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tabanan.

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;

7. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

8. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus;

9. Peran serta masyarakat adalah meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
10. Pendidikan Inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum;

11. Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.  
BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAAN 
PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal  2

Layanan  Pendidikan Anak berkebutuhan khusus adalah untuk meningkatkan akses  pemerataan dan perluasan layanan pendidikan.
Pasal  3

Layanan Pendidikan Anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk Menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus.
Pasal   4
(1) Anak berkebutuhan khusus meliputi:

a. Kelainan Fisik ;

b. Kelainan emosial, mental dan sosial;

c. Kemampuan kecerdasan dan bakat luar biasa;

(2) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikelompokan menjadi 2 tingkat yaitu ringan dan sedang. 

(3) PAUD, Dikdas, Dikmen
Pasal  5
(1) Anak berkelainan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a  meliputi :

a. anak yang mengalami gangguan penglihatan; 

b. anak yang mengalami gangguan pendengaran; dan
c. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh.

(2) Anak yang mengalami kelainan emosional mental dan sosial  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

a. anak yang mengalami/memiliki retardasi mental;
b. anak yang mengalami/memiliki lamban belajar (slow learners); 

c. anak yang mengalami/memiliki kesulitan belajar spesifik;
d. anak yang mengalami/memiliki kesulitan komunikasi; dan 

e. anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku.
(3) Anak yang memiliki kemampuan kecerdasan dan bakat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c  meliputi  :

a. anak superior tingkat IQ antara 110 sampai dengan 125;
b. anak berbakat IQ antara 126 sampai dengan 140; dan
c. anak jenius IQ lebih besar dari 140.
Pasal  6

Anak berkebutuhan khusus dilayani melalui satuan pendidikan luar biasa program integrasi dan pendidikan inklusif.
Pasal   7
(1) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelompok ringan dapat mengikuti pendidikan di SLB dan pendidikan inklusif;
(2) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  kelompok sedang dapat mengikuti pendidikan di SLB;
(3) Identifikasi kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh guru dan tenaga ahli yang profesional.
Pasal  8

(1) Anak yang memiliki kemampuan kecerdasan dan bakat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf  b dan huruf  c dapat mengikuti pendidikan layanan khusus melalui program penyelenggaraan ekselerasi dan percepatan ;
(2) Program penyelenggaraan akselerasi atau percepatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal  9

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus    ( ABK );
(2) Satuan Pendidikan Luar Biasa dan Program Integrasi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal  10

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan melalui kelas-kelas yaitu:
a. Kelas khusus adalah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus, selama proses belajar mengajar dilaksanakan di kelas khusus (diruang sumber) kecuali dalam kegiatan tertentu;
b. Kelas Pra Klasikal adalah kelas yang memiliki beberapa kelainan yaitu berkesulitan belajar, gangguan pendengaran, anak lambat belajar;
c. Kelas Pra Klasikal dan Klasikal dengan bimbingan adalah anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar, metode dan materi yang diberikan gabungan dari kelas pra klasikal dan kelas reguler;
d. Kelas Klasikal dengan bimbingan adalah kelas yang anaknya memiliki kemampuan intelegensi rata-rata sampai dengan diatas rata-rata normal, namun mereka mempunyai gangguan bicara dan gangguan motoriknya;
e. Kelas Inklusif Penuh adalah kelas yang peserta didiknya mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi dengan anak reguler.  
Pasal  11
Untuk dapat menjadi satuan pendidikan inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :

a. satuan pendidikan yang memiliki siswa ABK;

b. mendapat dukungan orang tua dan masyarakat; dan
c. memiliki sekurang-kurangnya satu guru yang pernah mendapat pelatihan kompetensi ABK.
Pasal  12
Setiap Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:

a. 
sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam SNP; dan 

b. 
sarana dan prasarana khusus.
Pasal 13
(1) Sarana khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf  b meliputi:

a. alat assestment, orientasi dan mobilitas, alat bantu pelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi Tuna Netra;
b. alat assestment, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi / irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik  bagi Tuna rungu/gangguan komunikasi;
c. Assestment, latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori  pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreativitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan  perseptual motor bagi Tuna grahita;
d. Assestment, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostetik, alat bantu belajar bagi Tuna daksa;
e. Assestment gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik bagi Tuna laras;
f. Assestment, alat bantu ajar bagi Anak berbakat; dan
g. Assestment, alat bantu ajar bagi Anak yang mengalami kesulitan belajar.

(2) Prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf  b meliputi:

a. Assestment ruang konsultasi, orientasi, remedial, menulis braille, latihan mendengar, latihan fisik, ruang - keterampilan, penyimpanan alat, lapangan olahraga bagi Tuna netra;
b. Assestment, konsultasi, latihan bina wicara, ruang bina persepsi bunyi, remedial teaching, latihan fisik, penyimpanan alat dan lapangan olahraga bagi Tuna rungu/ gangguan komunikasi;
c. Assestment, konsultasi, latihan sensori, latihan bina diri, remedial, latihan perseptual motor, ruang keterampilan, penyimpanan barang, olahraga bagi Tuna grahita;
d. Assestment, konsultasi, latihan fisik, ruang bina diri, remedial teaching, ruang keterampilan, lapangan olahraga bagi Tuna daksa;
e. Assestment, terapi perilaku, terapi permainan dan terapi  fisik, remedial, penyimpanan barang dan olahraga  bagi Tuna laras; 

f. Assestment bagi Anak berbakat; dan 
g. Assestment, ruang remedial dan Anak yang mengalami kesulitan belajar.
BAB   III

KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI TABANAN,

         TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
                                   TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 34
574

